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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan website

https://dinkopum.tulungagung.go.id oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung dalam
pengelolaan UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan
untuk menggambarkan fenomena secara nyata dan mendalam. Data dikumpulkan melalui teknik
kualitatif dengan melibatkan beberapa narasumber. Analisis dilakukan berdasarkan model e-
government Fietkiewicz et al, yang mencakup lima aspek utama: Information Dissemination,
Communication, Transaction, Integration, dan Participation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implementasi website telah memberikan kontribusi dalam penyebaran informasi dan komunikasi
dengan pelaku UMKM, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam kelengkapan informasi layanan.
Aspek transaksi telah berjalan melalui pendataan dan transfer informasi ke pemerintah pusat,
sementara integrasi dengan berbagai instansi sudah cukup baik dalam mendukung layanan UMKM.
Namun, partisipasi publik masih belum optimal karena belum adanya forum diskusi atau mekanisme e-
voting. Secara keseluruhan, pemanfaatan website ini memiliki potensi besar dalam mendukung
pengelolaan UMKM, tetapi masih memerlukan peningkatan, terutama dalam inovasi layanan informasi
dan keterlibatan publik.

Kata Kunci: E-Government, UMKM, Dinas Koperasi, Tulungagung, Pengelolaan UMKM

PENDAHULUAN

Perubahan teknologi menjadikan masyarakat mengalami peralihan gaya hidup
dalam melakukan aktivitas sehari-harinya (Miftitah & Mashudi, 2023). Adapun salah
satu usaha yang memiliki peluang di era digital yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
imbas perkembangan teknologi memudahkan pelaku usaha dalam memasarkan produk
hingga memperluas pangsa pasar. Tak hanya itu, dengan adanya perkembangan
teknologi mendorong dan merubah pola pikir masyarakat terutama bagi pelaku usaha
untuk menciptakan berbagai inovasi produk (Cahyono, 2016). Konsep pemanfaatan
teknologi informasi oleh pemerintah khususnya dalam memberikan pelayanan publik
sering di istilahkan dengan e-Government. E-Government mempunyai peranan yang
sangat penting dalam meningkatkan efektivitas Dinas Koperasi dalam pengelolaan
UMKM di Kabupaten Tulungagung, hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik
Indonesia No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-
Government.

Petunjuk tersebut menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih
baik kepada masyarakat. Menurut Akbar & Sensuse dalam penelitian (Cahyono et al,,
2022) Electronic Government (e-Gov) merupakan proses sistem pemerintahan yang
memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memfasilitasi
komunikasi dan transaksi antara pemerintah, masyarakat, organisasi bisnis, serta
antara instansi pemerintah dan jajarannya. Dengan demikian, tujuan penerapan e-Gov
adalah untuk mencapai efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah
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terhadap masyarakat. Fietkiewicz, Mainka, dan Stock mengembangkan model e-
Government yang terdiri dari lima pilar yang masing-masing pilar memiliki indikator
sebagai  berikut: penyebaran informasi (katalog), komunikasi, transaksi,
interoperabilitas (integrasi), dan partisipasi. Dalam model ini setiap tahapan tidak
harus dilalui secara berurutan, karena menurut mereka tidak ada hierarki yang
mengatur urutan antar “tahapan” atau tingkatan tersebut. (Irawan & Hidayat, 2021).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia no. 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pada Pasal 1 yang dimaksud dengan usaha mikro
adalah usaha milik perseorangan atau badan usaha perseorangan, yang mempunyai
kriteria tertentu sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan tersebut (Al
Farisi & Fasa, 2022). Pemerintah Kabupaten Tulungagung memiliki peran dan tanggung
jawab dalam membantu melakukan pemberdayaan UMKM. Dinkopum mempunyai
peranan penting dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi pertumbuhan
ekonomi. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pendampingan, Perlindungan dan
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).(Nomor, 2021).
Adapun regulasi Daerah Kabupaten Tulungagung melalui persetujuan bersama DPR dan
Bupati No 4 Tahun 2013 menimbang bahwa untuk meningkatkan peran dalam upaya
merealisasikan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat dan perekonomian
maka perlu dilakukan pemberdayaan dan perlindungan terhadap koperasi, usaha mikro
kecil dan menengah (Minarni & Rahmawati, 2018).

Hadirnya e-Government melalui layanan website merupakan hal baru yang dapat
menjawab berbagai persoalan pelayanan UMKM sebelumnya. Kondisi dimana
masyarakat harus datang secara langsung untuk memperoleh informasi ke Dinkopum
Kabupaten Tulungagung sering menemukan berbagai kendala seperti inefisiensi waktu,
tenaga dan biaya bagi masyarakat yang membutuhkan informasi terkait layanan UMKM.
Didasarkan kondisi tersebut Dinkopum Kabupaten Tulungagung melakukan upaya
pemberdayaan dan perlindungan UMKM di Kabupaten Tulungagung telah
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi berbasis e-government (e-gov) yakni
website Dinas Koperasi dan UMKM (https://dinkopum.tulungagung.go.id) . Website
yaitu berupa platform online yang saling terkait dan dapat di akses menggunakan
internet (Paryanta et al., 2017). Situs web adalah kumpulan halaman yang menampilkan
konten seperti teks, gambar diam atau bergerak, animasi, suara, dan kombinasi dari
semua ini baik statis maupun dinamis (Arifin & Handayanto, 2019). Transparansi
informasi publik sangat penting karena dapat memudahkan masyarakatdalam
memperoleh berita yang akurat, informasi merupakan data yang telah diolah sehingga
dapat mengoptimalkan pemahaman juga memecahkan masalah(Jogiyanto, 2017).
Dengan keberadaan website https://dinkopum.tulungagung.go.id masyarakat menjadi
paham akan aktifitas dan profil dari Dinas Koperasi dan UMKM. Aksesibilitas website
memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi tanpa harus datang langsung ke
dinas dan tentunya sangat membantu masyarakat dalam mengefisiensikan waktu serta
tenaga. Masyarakat dapat menghubungi langsung melalui email atau berkirim pesan
secara langsung pada fitur website yang telah tersedia. Pada praktinya masih terdapat
kendala pada layanan website tersebut seperti minimnya fitur layanan dan akses
aplikasi terkadang mengalami gangguan teknis.

Berdasarkan deskripsi dinamika pelayanan terhadap pengembangan UMKM di
Kabupaten Tulungagung, maka penelitian ini ingin mengkaji lebih dalam terkat upaya
pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung melalui Dinkopum dalam pengelolaan
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UMKM berbasis e-government. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan
alternatif solusi terkait kendala maupun hambatan yang dihadapi serta manfaat yang
diperoleh guna pengembangan UMKM di Kabupaten Tulungagung.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.
Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang mengolah data deskriptif dalam
bentuk tertulis ataupun lisan tentang seseorang atau tindakan yang bisa di amati dan
di ceritakan (Nuryana et al., 2019). Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian
yang berusaha untuk menggambarkan informasi atau situasi objek penelitian,
menganalisis serta membandingkannya berdasarkan kenyataan saat ini, juga mencoba
mencari solusi pada masalah yang terjadi. Secara umum pendekatan deskriptif yaitu
penelitian yang berusaha menggambarkan kejadian secara nyata, realistik, dan juga
kekinian (Pilendia, 2020). Fokus pada penelitian ini untuk menganalisis efektivitas
penerapan website https://dinkopum.tulungagung.go.id oleh Dinkopum Kabupaten
Tulungagung terhadap pengelolaan UMKM.

Menggunakan data primer dan sekunder secara teknis pengumpulan data
melalui kualitatif dengan melibatkan beberapa narasumber. Adapun alasan
menggunakan metode kualitatif karena lebih sensitif dan secara langsung mewakili
hubungan peneliti dan responden. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami
seberapa efektifnya Dinkopum dalam pengelolaan UMKM. Penelitian ini di laksanakan
di Kabupaten Tulungagung pada Dinkopum Kabupaten Tulungagung Jl. Dr. Wahidin
Sudirohusodo No 32 Kabupaten Tulungagung. Alasan pemilihan lokasi dikarenakan
jumlah UMKM di Kabupaten Tulungagung semakin bertambah banyak, disisi lain
pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat khususnya para pelaku maupun calon pelaku UMKM di Kabupaten
Tulungagung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, pemanfaatan website https://dinkopum.tulungagung.go.id
Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung diukur keberhasilannya dalam
pengelolaan pelakuUMKM menggunakan pendekatan model e-government Fietkiewicz
et.al terdiri dari 5 (lima) aspek sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

Information Dissemination

Information Dissemination adalah suatu penyebaran informasi yang menunjukkan
bagaimana penyajian yang di hadirkan pada portal e-government dapat diaksesoleh
pengguna layanan (Aromatica & Putera, 2023). Informasi merupakan aspek penting
dimana konten yang di publikasikan dapat di akses dan berguna bagi masyarakat luas.
Pada laman websitehttps://www.dinkopum.tulungagung.go.id terdapat ketersediaan
informasi layanan publik, namun informasi yang disediakan masih sebatas profil dari
dinas, dasar hukum, berita, dokumentasi, serta daftar para UMKM dan Koperasi yang
terdata.
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Kabupaten Tulungagung

Gambar 1. Tampilan awal
dari website (https://dinkopum.tulungagung.go.id)

Dapat ditarik kesimpulan aspek informasi masih belum berjalan dengan
baik,dimana dalam  website https://www.dinkopum.tulungagung.go.id  hanya
mencantumkan seputar daftar para UMKM dan juga koperasi yang ada di Kabupaten
Tulungagung serta beberapa daftar layanan yang disediakan.

Communication

Komunikasi merupakan sebuah aspek penting untuk menentukan keberhasilan
dalam suatu kebijakan. Konsentrasi pada pilar ini adalah pertukaran informasi oleh
pihak berwenang dan masyarakat dalam melakukan interaksi serta didukung
tersedianya media sosial dan web 2.0 (Pratama et al., 2020). Didalam website terdapat
layanan komunikasi yang dapat di lihat melalui button bar “hubungi kami” untuk
menjembatani proses komunikasi bagi kedua belah pihak tanpa bertemu secara
langsung. Pada laman page juga mencantumkan media sosial yang dapat di gunakan
untuk proses komunikasi, diantaranya instagram, contact person , dan e-mail
dinkopta@gmail.com yang dapat dihubungi untuk melakukan komunikasi dua arah.
Dapat di simpulkan aspek komunikasi sudah berjalan cukup baik, dimana pemerintah
dalam melakukan proses terjadinya interaksi komunikasi dengan para pelaku usaha
sudah adanya media untuk mewadahi.

’
i
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i

|
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Hubungi Kami

Gambar 2 (https://dinkopum.tulungagung.go.id)
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Transaction

Fietkiewicz et.al menyatakan bahwa memasukkan proses transaksi ke dalam situs
web pemerintah dapat mengukur suatu keyakinan masyarakat kepada pemerintah dan
mengoptimalkan kegunaan situs web. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak
masyarakat yang menikmati manfaatnya maka akan makin tinggi juga kesempatan
untuk meningkatkan e-government. Akan tetapi kebutuhan jaminan keamanan data
menggaris bawahi kebutuhan dalam menerapkan konsep transaksional dari tampilan
website (Nangameka, 2022). Berdasarkan pengamatan pada website Dinkopum sudah
adanya kemampuan untuk menampilkan data-data yang akan ditransfer ke
pemerintahan pusat dalam program Pusat Layanan Kekuatan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (PL-KUMKM) yang merupakan unit layanan untuk pendataan lengkap
KUMKM. Dengan adanya transfer informasi yang sudah di serahkan oleh Pemerintah
Kabupaten Tulungagung kepada Kementrian juga akan memberikan manfaat balik
kepada pelaku usaha. Manfaat tersebut berupa mudahnya transfer dana bantuan yang
diterima dari Kementrian.

Integration

Integration merupakan pilar ke empat yang di kemukakan oleh Fietkiewicz,
Mainka, & Stock. Halangan terbesar dari sistem e-government adalah informasi dan
kompleksitas data misalnya antar pemerintah pusat dan daerah. Integrasi juga
menekankan bahwa salah satu kunci dari sebuah keberhasilan e-government yaitu
seluruh data dapat digunakan secara bersamaan oleh seluruh komponen pemerintahan.
Adanya data sharing dalam protokol yang di sepakati bersama beberapa pihak
pemerintah tingkatan yang terkait merupakan sebuah kunci dari penerapan integrasi.
Pada halaman web Dinkopum Kabupaten Tulungagung adanya integrasi antar unit
instansi pemerintah di antaranya :

1) Notaris yaitu lembaga atau birokrat umum untuk melaksanakan tugas
terkait layanan hukum (Shidiq & Zubaedah, 2022). Dalam hal ini notaris
terintegrasi untuk melakukan pengesahan akta pendirian koperasi.

2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
memiliki tanggungjawab serta fungsinya dalam menjalankan kegiatan
pemerintahan daerah (Deva et al., 2022). Dalam pelaksanaan mengurus izin
usaha simpan pinjam di Kabupaten Tulungagung harus melengkapi
beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga koperasi.

3) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) merupakan salah satu
direktorat jenderal pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dimana
mempunyai peran dan tugas dalam merumuskan serta melaksanakan
kebijakan fasilitas pengajuan dibidang HAKI, memberikan bimbingan teknis
dan supervisi, melaksanakan evaluasi serta pelaporan, melaksanakan
pemeriksaan, sertifikasi, mutasi, dan juga lisensi (Manggara & Kholil, 2019).
Dalam hal ini DJKI dan Dinas Koperasi bekerjasama untuk memfasilitasi
pengurusan merek dagang.

4) PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) bertugas dan
berfungsi mengumpulkan informasi, menyimpan dan mendokumentasikan
informasi, mengklasifikasikan  informasi, menyediakan informasi,
memberikan pelayanan informasi. Dimana untuk mempercepat pelayanan
permohonan informasi https://ppid.tulungagung.go.id menggunakan sistem
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tiket. Setiap pemohon akan mendapatkan nomor tiket yang unik dimana
dapat di gunakan untuk melacak progres dan respon secara langsung.

POMERINTARAN KAD. TULUNGACUNG
DINAS KOPERASI DAN USAMA —
- MIXRO

Layanan Kami

Daftar Layanan

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN
KOPERASI

Gambar 3. (https://dinkopum.tulungagung.go.id/, n.d.)

Dapat disimpulkan pada pilar ini sepenuhnya sudah terpenuhi karena sudah
adanya integrasi dengan instansi dalam mewujudkan keberhasilan dari implementasi e-
government.

Participation

Partisipasi merupakan suatu pengembangan dari sistem e-government yang
meliputi pemberian e-voting, diskusi terbuka serta penglibatan masyarakat dalam
kegiatan pemerintah melalui e-government. Adapun variablenya meliputi tersedianya
kuisioner online, adanya forum untuk mengajukan pertanyaan pada penyedia layanan,
saluran untuk melaksanakan pertemuan publik dan voting. Pilar partisipasi merupakan
sebuah konsekuensi dari tata kelola pemerintahan yang demokratis, yang mana
partisipasi publik atau masyarakat harus dipertimbangkan. Selaras dengan penjelasan
Fietkiewicz et al. menunjukkansitus web merupakan suatu peluang untuk memobilisasi
berbagai aspirasi masyarakat, dimana pengguna difasilitasi keterlibatannya oleh
pemerintah yang aksesnya tidak terikat ruang dan waktu. Fleksibilitas masyarakat
dalam berpartisipasi pada situs web tentunya harus diatur oleh pemerintah untuk
mengontrol berbagai topik. Penambahan literasi yang cukup bagi masyarakat agar bijak
dalam menyampaikan aspirasi tentunya sangat penting. Akan tetapi pemerintah
kabupaten Tulungagung belum maksimal dalam menerapkan pilar partisipasi publik,
karena belum adanya forum kuesioner online dan juga saluran voting secara online
yang disedikan bagi para pengguna untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan
yang diberikan.

Berdasarkan data dan hasil pembahasan diatas dapat diidentifikasi bahwa pratik
penggunaan website Dinkopum Kabupaten Tulungagung telah berjalan dengan baik,
namun dalam prespektif model e-gov Fietkiewicz et.al pada aspek information
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dissemination masih perlu upaya peningkatan inovasi layanan informasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang di paparkan dapat ditarik kesimpulan bahwa
pemanfaatan website https://dinkopum.tulungagung.id pada Dinkopum Kabupaten
Tulungagung menunjukkan potensi yang cukup baik dalam pengelolaan UMKM. Melalui
analisis 5 (lima) pilar model Fietkiewicz, Mainka, dan Stock (2017) masih belum
terpenuhi secara maksimal dan masih ada beberapa hambatan. Pada pilar information
masih terdapat kekurangan dalam mendeskripsikan layanan informasi. Kurangnya SDM
yang memadai di bidang IT mengakibatkan lemahnya penyampaian informasi kepada
para pengguna. Pilar communication antara pengguna dan penyedia layanan sudah
terjalin dengan baik, dimana terdapat media untuk menjembatani proses komunikasi
dua arah. Akan tetapi, fitur yang terdapat pada layanan pengaduan masih belum optimal
dimana setiap pengaduan hanya dapat diketahui oleh dua pihak terkait. Selanjutnya
pilar transaction belum sepenuhnya terpenuhi karena pemerintah dalam
memanfaatkan website hanya menyajikan daftar para UMKM dan Koperasi. Dimana data
tersebut digunakan sebagai alat pendataan yang selanjutnya akan di transfer ke
pemerintah pusat untuk diproses oleh Kementrian. Pilar integration telah tercapai
dengan baik, terlihat dari kerjasama antara Notaris, DPMPTSP, DJKI, dan PPID dalam
pengelolaan dokumen. Namun aspek partisipacion masih belum optimal dalam
pelaksanaannya, terutama belum adanya forum kuesioner online untuk masyarakat di
dalam website.
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